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KATA PENGANTAR 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Penyusunan Rencana  Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun  2022 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang 2022.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2022, tidak lepas dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 serta adanya Perubahan Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah baru pada tahun 2022, sesuai dengan Perda Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016. Fokus/titik berat dari Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang disinkronkan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagaimana terdokumentasi dalam RPJM Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Renja  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 yang merupakan perwujudan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan KUA/PPAS dan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya  menjadi bahan pertimbangan penyusunan RAPBD.

Pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan energi sumber daya mineral jika dilakukan secara sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, dan energi sumber daya mineral dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Oleh karena itu, pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, dan energi sumber daya mineral harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program, kegiatan  yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat, agar keluarga Indonesia dapat menghuni rumah yang layak dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum 

Landasan hukum penyusunan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kerja Pemerintah Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintaha Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran  Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran  Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran  Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Seri E Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keungan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan  Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;

27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang;

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2022;

1.3   Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja-Perangkat Daerah adalah :

a. Menjabarkan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 dalam bentuk arah rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang selama satu tahun kedepan;

b. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran / dana untuk memenuhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang selama satu tahun;

c. Sebagai arahan dan sekaligus tolok ukur kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2022 adalah:

a. Sebagai acuan dalam penyusunan KUA/PPAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022;

b. Menciptakan kepastian dalam perencanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tahun 2022;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.

1.4  Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022, adalah sebagai berikut:
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EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM 

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang pada saat disusunnya Renja tahun 2022 ini masih mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun (2021-2026) sebagaimana telah diperbaharui dengan Renstra 2021-2026 sebagai akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Semarang. Adapun Visi Dinas Pekerjaan Kabupaten Semarang adalah: 

Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakya dan Tata Ruang Dalam Mendukung Kabupaten Semarang yang semakin Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera”
Dengan memperhatikan Visi yang telah ditetapkan serta memperhatikan kondisi obyektif yang berpengaruh baik internal maupun eksternal, maka secara strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang merumuskan Misi sebagai berikut, antara lain:   

1. Meningkatkan penyediaan jaringan jalan yang terstruktur dan penerangan jalan yang terpadu guna menunjang aksesibilitas dan mobilitas antarwilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang  berkelanjutan; 

2. Mewujudkan perencanaan penataan ruang, Pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang menjamin pemanfaatan ruang yang optimal dan berkelanjutan;

3. Menyelenggarakan pengelolaan SDA secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA serta mengutangi risiko daya rusak air;

4. Mewujudkan sarana prasarana gedung dan bangunan pemerintahan berkarakter lokal, aman dan nyaman dalam menunjang pelayanan publik;

5. Meningkatkan kualitas Perumahan Rakyat, Lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu dan berkelanjutan;

6. Meningkatkan sarana prasarana pertamanan dan pemakaman yang mendukung penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang layak.

7. Mendorong sumber daya manusia yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memiliki Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1)   Pejabat Eselon II   : Kepala Dinas

2)
Pejabat Eselon III :  1. Sekretaris dan 5 Kepala Bidang terdiri atas:

(a) Sekretaris dinas

(b) Kepala Bidang Bina Marga

(c) Kepala Bidang Sumber Daya Air 

(d) Kepala Bidang Bangunan 

(e) Kepala Bidang Cipta Karya

(f) Kepala Bidang Tata Ruang

3)
Pejabat Eselon IV :   Subag/Seksi terdiri atas  : 

(a) Kepala Sub. Bagian Perencanaan

(b) Kepala Sub Bagian Keuangan

(c) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(d) Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

(e) Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

(f) Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

(g) Kepala Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

(h) Kepala Seksi Operasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

(i) Kepala Seksi Bangunan dan Gedung

(j) Kepala Seksi Pembinaan Tata Bangunan

(k) Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman

(l) Kepala Seksi Perumahan dan Permukiman

(m) Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi

(n) Kepala Seksi Perencanaan Penataan Ruang

(o) Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

(p) Kepala UPTD Peralatan, laboraorium bangunan sipil dan Rusunawa

4)
Staf sebanyak 265 personil yang terdiri sebanyak 172 PNS dan sebanyak 93 personil merupakan Pegawai Tidak Tetap/pegawai harian lepas.
Berikut pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 diuraiakan keadaan SDM PNS Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berdasarkan Golongan ruang dan jenjang pendidikan: 

Tabel
2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

	Golongan


	Jumlah SDM (Orang)

	
	a
	b
	c
	d
	Jumlah

	IV
	8
	2
	1
	
	11

	III
	12
	20
	13
	15
	60

	II
	17
	23
	26
	20
	86

	I
	-
	2
	4
	9
	15

	JUMLAH
	172


Tabel
2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	Golongan


	Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (orang)
	Jumlah

	
	S2
	DIV/S1
	DIII
	SLTA
	SLTP
	SD
	

	IV
	9
	2
	-
	-
	-
	-
	11

	III
	10
	28
	1
	22
	
	
	60

	II
	
	
	3
	56
	25
	2
	86

	I
	
	
	
	
	6
	9
	    15

	JUMLAH
	19
	30
	4
	78
	31
	11
	   172


B. 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020
Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan suatu proses untuk menilai sejauh mana kemajuan pencapaian rencana kerja tahun lalu sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Evaluasi Pelaksanaan renja tahun 2020 diarahkan pada target prioritas, arah kebijakan dan indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada saat penyusunan Renja tahun 2020 (Tabel 2.3 sebagaimana terlampir). Dasar penilaian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA).

Capaian Indikator tertuang pada Renja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2020 ini sangat tinggi. Hal ini terlihat bahwa dari 58 kegiatan yang dievaluasi  capaian indikator kinerjanya hanya 1 kegiatan yang realisasi capaian kinerjanya dibawah 100% dari yang ditargetkan. Sedangkan Indikator kinenja hanya 4 indikator yang presentase capaiannya di bawah 100% serperti terlihat pada Tabel.2.4.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan indikator Utama yang telah ditetapkan dalam Renstra PD maupun RJMD tahun 2021-2025. Berikut di sajikan Target dan capaian indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum tahun 2020.

Realisasi capaian kinerja  indikator Dinas Pekerjaan Umum seperti yang disajikan pada Tabel 2.4, sebagian masih dibawah target yang telah ditetapkan. Berikut ini analisa capaian kinerja yang belum dapat memenuhi target capaian kinerja tahun 2020:

1) 
Luas lingkungan permukiman kumuh

Indikator luas lingkungan permukiman kumuh baru teralisasi 73,67% dari yang ditargetkan yaitu sehesar 0 ha. Luas lingkungan  permukiman kumuh yang masih belum tertangani 125,82 ha dari 477,92 ha yang berada di 15 desa/kelurahan di 5 kecamatan. Kendala pencapaiannya adalah sebagian besar lokasi permukiman tidak layak huni berada di wilayah pedesaan, daerah perbatasan dan sebagian kecil di wilayah perkotaan. Aksesibilitas untuk peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan dan perbatasan masih kurang.
2)   Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik

      Indikator Persentase Luas Irigasi dalam Kondisi Baik baru terealisasi sebesar 61,2% dari yang ditargetkan yaitu 67%. Kendala pencapaiannya adalah karena laju kerusakan jaringan irigasi lebih besar dibanding laju perbaikannya.
3)   Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman

       Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman ditargetkan sebesar 100% tetapi realisasi masih 97,66 dikarenakan selain anggaran , juga karena terdapat daerah/wilayah yang tidak ditemukan sumber air, baik air permukaan maupun air dalam.

4)    Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan

Indikator  tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan  ditargetkan adalah 5 dokumen tetapi realisasi masih 0 dikarenakan revisi tata ruang belumdisahkan.

Tabel 2.4.

Pencapaian dan Target Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Semarang

	NO
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	Target NSPK
	Target IKK
	Target Resntra Perangkat Daerah
	Realisasi capaian
	Proyeksi
	Catatan Analisis

	
	
	
	
	Tahun 2017


	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	

	A.
	PEKERJAAN UMUM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)
	
	
	
	75
	77
	80
	82
	77,46
	80,74
	82
	

	2
	Persentase pelayanan panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap (%)
	
	
	
	87
	89
	91
	93
	89,71
	91,89
	91
	

	3
	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik (%)


	
	
	
	57
	62
	67
	72
	62,32
	61,2
	64
	

	4
	Persentase panjang jalan yang terpasang PJU


	
	
	
	26
	27,72
	29,44
	29,44
	32,17
	37,95
	35,30
	

	5
	Persentase penduduk berakses air minum layak (%)
	
	
	
	91,69
	95,85
	100
	100
	96,13
	97,66
	100
	

	6
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)
	
	
	
	92,72
	96,36
	100
	100
	100
	100
	100
	

	7
	Luas lingkungan permukiman kumuh (ha)
	
	
	167,92
	82,92
	0
	0
	129,97
	125,82
	0
	

	8
	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (ha)
	
	
	530,05
	532,25
	532,75
	533,25
	541,9
	543,5
	541,9
	

	9
	Tersedianya dokumen tata ruang yang disahkan
	
	
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	5
	


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan energi sumber daya mineral telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut. 

Maka identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang berdasarkan Tupoksi diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal.

b. Masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat.

c. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang belum optimal.

d. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Peran aktif Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang sebagai perpanjangan tangan Bupati masih perlu ditingkatkan.

2. Bidang Bina Marga

a. Belum seluruhnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap, sesuai dengan kapasitas jalan kabupaten.

b. Banyak titik lampu yang belum termeterisasi dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Semarang;

c. Pemakaian lampu yang tidak sesuai dengan kelas jalan dan standar PLN

d. Kurangnya sarana dan prasarana pemeliharaan LPJU

3. Bidang SDA

a.  Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa DI di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur.

b.   Belum terpenuhinya target penambahan Air baku dikarenakan kewenangan penanganan tidak se-penuhnya berada di kabupaten, yaitu Wilayah sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat.

c.   Kurangnya optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pe-ngelolaan SDA yang menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan;

d.   Belum optimalnya penyediaan listrik untuk perdesaan bagi masyarakat kurang mampu, disebabkan keterbatasan anggaran daerah.

4. Bidang Bangunan 

a.   Belum optimalnya pelayanan exsaminasi teknis bangunan gedung pemerintah, bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, dikarenakan SDM nya yang kurang.

5. Bidang Tata Ruang

a. Kebutuhan Lahan Memicu pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang.

b. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain, serta belum tertatanya ruang warisan budaya, yang menjadi ciri khas Kabupaten Semarang.

6. Bidang Cipta Karya

a. Adanya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin meningkat terutama di perkotaan, mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung

b. Belum maksimalnya peran aktif dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan.

c. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terhadap lahan untuk perumahan serta terbatasnya anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penye-diaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air minum yang layak,

e. Belum optimalnya peran kabupaten/kota dalam menyadarkan masyrakat tentang pengelolaan air limbah yang benar,

f. Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung aksebilitas masyarakat miskin di perkotaan dan perdesaan, dikarenakan keterbatasan anggaran Daerah,

g. Perlunya penanganan ruang terbuka hijau guna memenuhi kebutuhan paru - paru kota.

h. Perlunya penyediaan tempat pemakaman umum yang memadai
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang disusun berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan, hasil Musrenbang Kabupaten, serta  anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target indikator kinerja tahun 2022. Pada rancangan awal RKPD anggaran yang diusulkan DPU Kab Semarang sebesar  Rp 1.183.382.109.048 dengan bersumber dana APBD Kabupaten Semarang untuk mendanai  6 Urusan, 15 Program, 22 Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan.
Anggaran rancangan awal RKPD tersebut sudah mempertimbangkan pencapaian target kinerja baik Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, sehingga dapat dipastikan apabila usulan anggaran tersebut dipenuhi maka realisasi IKU dan IKK tahun 2020 dapat tercapai sesuai target
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 seperti pada Tabel 2.5, sebagaimana terlampir.
BAB III

TUJUAN, DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
3.1 Telaahan  terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat  tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. 

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015- 2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

a. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

b. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi

c. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

d. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang akan berpedoman pada strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disesuaikan dengan kewenangan Kabupaten dan program prioritas kabupaten Semarang antara lain dengan:

1) Peningkatan layanan jaringan irigasi 

2) Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi

3) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi (Operasi dan Pemeliharaan) jaringan irigasi 

4) Meningkatkan kondisi baik jalan 

5)
Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten.

6) 
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat sesuai dengan target nasional 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk pada tahun 2020.

7) 
Pengentasan permukiman kumuh perkotaan.

8) Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar ( pembangunan IPAL Komunal, Pembangunan sarana prasarana drainase perkotaan)

9) 
Fasilitasi bantuan stimula Pembangunan Rumah layak huni

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan program dan kegiatan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan sinergitas pelaksanaan kegiatan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan

b. Menciptakan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan.

Uraian Tujuan dan sasaran program dan kegiatan ditampilkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

TUJUAN , SASARAN,  PROGRAM DAN KEGIATAN

	Tujuan
	Sasaran
	Program 
	Kegiatan

	1. Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan sesuai dengan kapasitas, standar geometrik dan kelas jalan
	Meningkatnya penyelenggaraan jalan kabupaten dalam kondisi mantap


	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

3. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5. Pemeliharaan Turap / Talud / Bronjong
	1.1 Pembangunan jembatan

1.2 Peningkatan Jalan Kabupaten

1.3 Peningkatan Jalan Perkotaan

1.4 Peningkatan Jalan Poros Desa

2.1 Pembangunan  Saluran Drainase/Gorong-gorong

3.1 Pembangunan turap/talud/bronjong

4.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

4.2 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

5.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap / Talud / Bronjong

	2. Meningkatkan keandalan sistem jaringan irigasi
	Meningkatnya layanan jaringan irigasi


	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi/Rawa
	1.1 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun



	3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air
	5.1.1 Meningkatnya kualitas pengendalian banjir
	Program pengendalian Banjir
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

	4. Meningkatkan dan memperbaiki kondisi gedung pelayanan publik dan gedung pemerintah
	Meningkatnya kondisi bangunan gedung yang nyaman dan aman guna peningkatan pelayanan publik
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	1. Pembangunan Gedung Kantor

2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan  Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

4. Rehabilitasi Sedang / Berat  Rumah Gedung Kantor

	5. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik (air minum, air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, dan penataan lingkungan permukiman


	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air minum/bersih yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas
	1. Program Lingkungan Sehat perumahan
	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

	
	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan dan perdesaan
	1.
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

2.
Program Lingkungan Sehat perumahan
	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

2. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman



	
	Berkurangnya jumlah titik genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah perkotaan


	1. Program Pembangnan Saluran, Drainase / Gorong-gorong

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran/Drainase
	1. Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong

2. Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran, Drainase / Gorong-gorong

	6. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat
	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang padat dan kumuh
	Program Lingkungan Sehat perumahan
	Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

	
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada lingkungan permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat

2. Fasilitasi bantuan pembangunan/rehab keluarga miskin

	1. Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif


	Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif


	Program Lingkungan Sehat perumahan
	1. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman

2. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi terutama bagi masyarakat miskin

	1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya kualitas Perencanaan Tata Ruang,  pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan monitoring untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antarwilayah dan antarpemangku kepentingan
	Program Perencanaan Penataan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
	1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

2. Sistem informasi manajemen penataan ruuuang

3. Pelatihan Aparat dalam perencanaan tata ruang

1. Pengawasan Pemanfaatan ruang

2. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Tata ruang

	2. Meningkatkan dan memperluas taman – taman kota sebagai penunjang keindahan dan alternatif wisata murah
	Tersedianya taman kota dan ibukota kecamatan serta terwujudnya TPU
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	2. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Areal Pemakaman

	3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerangan jalan untuk keamanan, kenyamanan dan keindahan diperkotaan dan ibukota kecamatan serta tempat – tempat wisata, tempat keramaian (fasilitas umum )
	Meningkatnya jangkauan LPJU di semua wilyah yang bermeteraisasi 
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Energi dan Migas
	Pemeliharaan, Pengembangan dan Efisiensi Sarana dan Prasarana LPJU

	4. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	3. Penyediaan jasa surat menyurat

4. Penyediaan jasa dan Komponen Instalasi Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja Serta Perlengkapan Kantor

6. Penyediaan Logistik Kantor

7. Penatausahaan Administrasi Keuangan SKPD

8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Penyediaan Jasa Tenaga pendukung / Teknis Perkantoran

	5. Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD


3.3 Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang merencanakan sebanyak 15 Program dan 25 kegiatan dengan 61 Sub Kegiatan yang tercantum di 5 urusan yang terdiri dari:

3.3.1 Semua Bidang Urusan Pemerintahan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
1. Perencanaan dan  Evaluasi  Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
2) Penyusunan  Program  dan  Kegiatan  Perangkat Daerah dalam Dokumen PerencanaanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4) Penyusunan  Laporan  Capaian  Kinerja  dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan  Jasa  Peralatan  dan  Perlengkapan Kantor

4) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

7) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

9) Pemeliharaan   Rutin/Berkala   Kendaraan Dinas/Operasional

10) Pemeliharaan  Rutin/Berkala  Perlengkapan Gedung Kantor
11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

3.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

I.  Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Kegiatan  sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa

2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
3) Rehabilitasi Bendung Irigasi
4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

II. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Penyediaan  Sarana  Sistem  Pengelolaan  Air Limbah Domestik Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 
IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan Kegaiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
2) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan
3) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
V. Program Pengembangan Permukiman dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
VI. Program Penataan Bangunan Gedung dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
3) Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
VII. Program Penyelenggaraan Jalan dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan
2) Pengelolaan Leger Jalan
3) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
4) Pembangunan Jalan
5) Pelebaran Jalan Menuju Standar
6) Rekonstruksi Jalan
7) Pemeliharaan Berkala Jalan
8) Pemeliharaan Rutin Jalan
9) Pembangunan Jembatan
10) Pelebaran Jembatan

11) Pemeliharaan Rutin Jembatan
12) Pemeliharaan Berkala Jembatan
VIII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi
2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
IX. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kegiatan sebagai berikut: 

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan  Persetujuan  Substansi,  Evaluasi, Konsultasi  Evaluasi  dan  Penetapan  RRTRKabupaten/Kota
2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Sistem Informasi Penataan Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

3.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

I. Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
II. Program Kawasan Permukiman dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
2) Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan   terhadap   Tumbuh   dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
III. Program Peningkatan Prasrana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
1) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

3.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

I. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan Kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
IV. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut:

1) Rehabilitasi  dan  Pemeliharaan  Perlengkapan Jalan
BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perhitungan untuk kebutuhan anggaran tahun 2022 berdasarkan capaian kinerja tahun 2019, anggaran yang tersedia tahun 2020 serta target tahun 2022. Hasil analisis kebutuhan anggaran 2020 tidak langsung bisa dijadikan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum karena ada kebijakan yang disesuaikan dengan  kemampuan keuangan, sehingga hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum menjadi Rp 260.074.407.000. Jumlah anggaran tersebut terbagi dalam tiga sumber dana dengan rincian sebagai berikut
2) Sumber dana APBD Kabupaten Semarang
= 
Rp. 217.967.903.000
3) Sumber dana APBD Prov Jateng 
= 
Rp. 0
4) Sumber dana APBN
=
Rp. 42.106.504.000
Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagaimana terlampir
BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022  ini merupakan suatu pedoman dan arahan dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi di pekerjaan umum dan penataan ruang, dan perumahan rakyat yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2016-2022.  Hal ini dapat diwujudkan apabila dilaksanakan dengan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait serta dalam pelaksanaannya diharapkan dilakukan secara terukur, konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab.  Dengan demikian tujuan dan sasaran program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2022 di disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Semarang
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